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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan dialokasikannya Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah ( DPPID ) dalam Perubahan
APBN Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara,
sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: S-647/
MK.7/2011, tanggal 29 Juli 2011, maka guna mengakomodir
alokasi dana tersebut

b bahwa mengingat penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2011 masih dalam proses, serta keterbatasan waktu yang
tersedia dalam tahun anggaran 2011, maka guna efektifitas
penyerapan dana dan percepatan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur yang dibiayai dari dana tersebut, perlu dilakukan
Perubahan atas Penjabaran APBD tahun Anggaran 2011,

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
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Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011tentangPerubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 ttg Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011tentangPerubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 ttg Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah HKepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi
Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2001 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2001 Nomor 88 Seri D Nomor 71);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011tentangPerubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 ttg Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011



Menetapkan

1. Anggaran Pendapatan pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan
dialokasikannya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan
Daerah bertambah sebesar Rp. 14.519.545.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
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Tahun 2011 Nomor 13);

37. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal |

semula Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

dianggarkan sebesar Rp.
bertambah sebesar Rp.
sehingga menjadi Rp.

Selengkapnya jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011, dirinci sebagai berikut:
26.282.153.250,00

477.892.611.075,00

115.938.296.164,00

a.
b.

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah berjumlah menjadi

semula dianggarkan sebesar Rp.
bertambah sebesar Rp.
sehingga menjadi Rp.

Masing-masing komponen Pos Belanja Langsung bertambah, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan

Belanja pegawai

semula dianggarkan sebesar Rp.
bertambah sebesar Rp.
sehingga menjadi Rp.

Belanja belanja barang dan jasa

semula dianggarkan sebesar Rp.
bertambah sebesar Rp.
sehingga menjadi Rp.

Belanja modal

semula dianggarkan sebesar Rp.
bertambah sebesar Rp.
sehingga menjadi Rp.

101.418.751.164,00
14.519.545.000,00
115.938.296.164,00

Rp.
Rp.
Rp.

Rp. 620.113.060.489,00

Anggaran Belanja pada Pos Belanja Langsung bertambah, sebagai berikut:

316.352.360.900,00
14.579.965.000,00
330.932.325.900,00

25.357.930.000,00
10.000.000,00
25.367.930.000,00

137.802.712.127,00
59.565.000,00
137.862.277.127,00

153.191.718.773,00
14.510.400.000,00
167.702.118.773,00

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011tentangPerubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 ttg Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
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Selengkapnya jumlah Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 364.450.017.324,00
b. Belanja Langsung Rp. 330.932.325.900,00
Belanja Daerah Berjumlah menjadi Rp. 695.382.343.224,00

Defisit berubah menjadi ( Rp. 75.269.282.735,00)

3. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Perubahan Penjabaran APBD dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Agustus 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H.M. AUNUL HADI
Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 29.

NIP 19660110 198602 1003

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011tentangPerubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 ttg Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011



